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Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak
selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah
perairan laut sgjauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus
sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara
masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka
yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secarayuridis, peraturan perundang-undangan tidak
menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak
antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah jugatidak mengatur mengenai pembatasan
tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas
sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan
agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan
perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

...... The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast
of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front.
Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The
situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal
area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for
control of anatural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between
communal land owner and the investor with regard to |ease al so does not authorize such restriction.
Therefore, this study isaimed at examining the right of the state to control natural resources situated on
communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with
the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is
in line with the protection of the rights of the indigenous communities.
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